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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. atas limpahan Rahmat
dan Karunia-Nya schingga Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang
menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi
Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. _

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra
ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting
adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap stakeholder
Kecamatan Kadipaten dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kadipaten, Januari 2021
CAMAT KADIPATEN,

NIP. 19680615199303 1 008
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Kadipaten Tahun

2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang
Dacrah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam
Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah
menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
(lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.
Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 telah

selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
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dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kab., Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata

Ruang dan Tata Wilayah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam

rangka mengaplikasikan integrasi  antara perencanaan dan

penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-

2026, scbagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika
perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung
akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang

semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka

target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang

dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam

daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5
(lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan
Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh
Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang
digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas
layanan masyarakat di Kec. Kadipaten dalam kurun waktu Tahun
2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk
menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang
dan akan dilaksanakan oleh Kec. Kadipaten untuk 5 (lima) tahun
kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-
2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain

itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5

(lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah
kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan,
Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antara Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

,-Page G

Dipindai dengan CamScanner



1. Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran
dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

2. Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 mempertimbangkan
arah  pembangunan  kewilayahan yang telah  ditetapkan
sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 disusun secara
partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja
kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi
yang ada di kecamatan;

4. Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Kadipaten

Proses penyusunan Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026
dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan
rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra,
pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir
Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan
penyusunan Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026 mengacu pada

Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :
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1.1. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem .-
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6485);

12, Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Iz
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu

kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke

Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 110);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5887);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara

Penyelenggaraan  Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

21. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

AL EAT

¥
> Ry
G * A, 1.

Dipindai dengan CamScanner



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya
2011-2031,

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
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38. Peraturan  Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah;

39. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun
2021-2026.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Kadipaten Tahun
2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara
operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program RPJMD Kebupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.
Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan
program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kab.
Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin Kketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap
tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif,
efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar
pelaku pembangunan di Kec. Kadipaten

4, Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana KerjaKecamatan.
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C. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026

secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Babl PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan
hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen

Renstra.

Bab I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec.
Kadipaten;sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Kadipaten,
kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan di Kec. Kadipaten

Bab Il  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Kec. Kadipaten; telaahan visi,
misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kab.
Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur

kewilayahan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec.
Kadipaten Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan
dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur

kewilayahan.

BabV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Kadipaten

sclama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan
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indicator  kinerja, kelompok sasaran  dan pendanaan
indikatif.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, keglatan dan sub

kegiatanserta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk
periode 2021-2026

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renstra Kec. Kadipaten, disertai
dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi
pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit

kerja didalam Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Kadipaten, adalah :

1. Luas Tanah 1455 m2, dengan rata-rata ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Dengan berbatasan :

- Sebelah Utara Kec. Pager Ageung
- Sebelah Timur + Kec. Ciawi
- Sebelah Selatan Kec. Ciawi
- Sebelah Barat Kec. Malangabong Kab. garut
2. Jumlah Desa : 6Desa
3. Jumlah Dusun ¢ 35 Dusun
4. Jumlah RW : BBRW
5. Jumlah RT t 229RT
6. Jumlah Penduduk
Laki-laki : 17.785 Jiwa
Perempuan : 17.395 Jiwa
Jumlah : 35.180 Jiwa
Gambar 1

Peta Kec. Kadipaten
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Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Kadipaten Dari
aspek demografi penduduk Kec. Kadipaten berjumlah 35.180 jiwa,
terdiri dari Laki-lakiberjumlah 17,785 jiwa dan Perempuan berjumlah
17. 395 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Kadipaten
terdiri dari Taman Kanak-Kanak 32 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 8
SMP/Sederajat sebanyak , SMA /Sederajat sebanyak 3 Sedangkan fasilitas
kesehatan yang berada di wilayah Kec. Kadipaten terdiri dari
Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 buah.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec.
Kadipaten Terdapat Pasar modern(mal/super market/dsb) sebanyak 1

buah, Pasar desa sebanyak 0 buah, Pasar tradisional sebanyak 0 buah,
Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Kadipaten, diharapkan dapat

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini
memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang

pencapaian target sasaran pembangunan Kab. Tasikmalaya.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Kadipaten

Kec. Kadipaten, merupakan salah satu Perangkat Daerah di
Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang
bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa
dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec.
Kadipaten dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang

dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan
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menyelenggarakan funpsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

2. Penyelenggaraan pengoordinasian keglatan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyelengparaan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;

4. Penyelenggaraan pengoordinasian pencrapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemelibaraan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

6. Penyclenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan perangkat dacrah di tingkat Kecamatan;

7. Penyclenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;

8.

Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyclenggaraan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Struktur organisasi  Kee, Kadipaten berdasarkan  Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Orpanisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdivi dari :
B

1. Camat;

Camat scbagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan,

2. Sekretariat Kecamatan

Sckretariat  mempunyai  tugas pokok menyelenggarakan  koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas popok, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

b. Penyclenggaraan  pengkajian  perencanaan  dan  program
kesckretariatan;dan

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan

umum.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai ok
tugas meliputi :
a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis,

perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas

pembantuan di Kecamatan;

b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian

layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh .

unit kerja Kecamatan;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup
Kecamatan;

Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit
kerja di lingkup Kecamatan; |
e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan

hubungan masyarakat;

Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi

dan tata laksana di Kecamatan;

g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan
serta pengamanan informasi publik;

h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan
Kecamatan;

i. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis,
indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja,
laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan
Kecamatan;

j. Menyelenggarakan  koordinasi pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

k. Menyclenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;

1. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan

Kecamatan;
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m. Menyclenggarakan  koordinasi,  sinkronisasi dan  integrasi
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan

n. Menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas dan fungsinya.
Sckretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Sub. Bagian Umum dan Kepegawalan

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan  penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta
administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis
lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana kantor;

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik
di tingkat Kecamatan;

e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan
pelayanan;

f Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat
dan ekspedisi dinas;

i, Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan
pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;

j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah
produk hukum;

k Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
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l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian Kecamatan;

m. Melaksanakan penylapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai

serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja

pegawai;

. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;

r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas; dan

s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran
dan penatausahaan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan
keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan,
evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan
kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan
layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan Kinerja,
program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan
perangkat daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka
acuan kerja;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan
tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;

f Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
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8. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi
bidang keuangan;
h. Melaksanakan ~ penyusunan  bahan  pertanggungjawaban  dan
pelaporan keuangan Kecamatan;
i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
Jj. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan
pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas; dan
1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemerintahan
(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai
rincian tugas meliputi ;
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi
pemerintahan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
pemerintahan di Kecamatan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi
pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan;
h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan
kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
k. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan  standar

operasional prosedur pelaksanaan tugas;
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Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat
dacrah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

m. Meclaksanakan penylapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan
penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di

wilayah Kecamatan;

Mclaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian
alokasi dana desa;

0. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas; dan

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
(1) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan,
koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan
pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat
desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi
pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi
di kecamatan;

c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup
kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
desa dan kecamatan;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan

keluarga berencana;
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